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ABSTRAK

Penulisan hukum ini menganalisis bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat
akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat secara dibawah tangan. Selain mengalisis
mengenai kewenangan dalam membuat akta PKR, penulisan ini juga menganalisis
bagaimana kewenangan Notaris dalam memeriksa isi dari suatu Risalah RUPS yang
dibuat secara dibawah tangan. Dengan adanya akta PKR yang dibuat berdasarkan
Risalah RUPS dibawah tangan ini dapat memiliki akibat hukum baik terhadap para
peserta RUPS yang membuat Risalah RUPS tersebut, juga terhadap seorang Notaris
sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang dalam

penulisan hukum ini dimaksud akta PKR.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode
penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode penelitian ini, dapat terkumpul
bahan primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta bahan
sekunder yaitu hasil penelitian, artikel, jurnal, hasil seminar dan hasil wawancara.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan hukum ini juga dilakukan

dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini adalah Notaris berwenang dalam
membuat suatu akta PKR berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan yang mana
kewenangan tersebut terbatas hanya pada kewenangan secara formil, dan

kewenangan materiil menjadi tanggung jawab bagi para peserta RUPS.

Kata kunci: Kewenangan Notaris, Perseroan Terbatas, RUPS, Risalah RUPS, Akta
PKR, Kekuatan Pembuktian.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi di Indonesia semakin pesat terjadi.
Perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai bidang di Indonesia yaitu salah
satunya di bidang perekonomian. Perkembangan di bidang perekonomian ini
ditandai dengan mulai munculnya berbagai jenis kegiatan usaha, mulai dari usaha
kecil, menengah bahkan kegiatan usaha besar. Pelaksanaan kegiatan usaha
tersebut, ditunjang dengan bentuk badan-badan usahanya, antara lain melalui
bentuk Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang
didirikan di Indonesia, merupakan badan hukum sebagaimana diatur menurut
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756, yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi
UUPT.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat menjadi PT sebagaimana
diatur dalam UUPT, mempunyai Organ PT yang terdiri dari: Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ PT tersebut mempunyai
tugas dan kewenangannya masing-masing, yang tentunya sangat penting dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tersebut. Direksi dalam hal ini
mempunyai tugas yang didasarkan pada doktrin fiduciary duty. Doktrin fiduciary
duty berasal dari sistem hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antar
direksi dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary.! Fiduciary Duty yang
terkait dengan tugas seorang Direksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung
jawab seorang direksi yaitu melakukan pengurusan berbagai kegiatan PT untuk
kepentingan PT dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT. Sedangkan

Dewan Komisaris sebagai organ PT bertugas melakukan pengawasan dan

! Siti Hapsah Isfardiyana, Tanggung Jawab Direksi Perseoran Terbatas Dalam Pelanggaran
Fiduciary Duty, Padjajaran Jurnal llmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015 diakses pada tanggal
8 Mei 2018 pukul 18.15 WIB



memberi nasihat kepada Direksi dalam mengurusi PT.? Organ lainnya yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS, dalam tulisan ini menjadi

pokok penelitian, dengan permasalahannya yang akan diuraikan lebih lanjut.

RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam PT karena
berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT vyaitu RUPS sebagai organ PT memiliki
kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun
dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar PT.
Pelaksanaan RUPS suatu PT, disesuaikan dalam Anggaran Dasarnya dan juga
mengacu kepada UUPT. RUPS yang bersifat wajib yaitu RUPS Tahunan yang
mana diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku berakhir dan RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa dapat

diadakan kapanpun dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT,

Penyelenggaraan RUPS akan selalu menghasilkan Risalah Rapat. Risalah
Rapat berisi tentang catatan mengenai segala sesuatu berupa peristiwa, keterangan
atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang ditentukan pada saat
penyelenggaraan RUPS. Pembuatan Risalah RUPS yang telah diselenggarakan
para Pemegang Saham, dapat dibuat dalam bentuk Risalah Rapat, akta Notaris
(Akta Otentik) yang dibuat oleh Notaris atau Risalah Rapat berupa (akta) surat
dibawah tangan. Kedua bentuk Risalah Rapat tersebut dalam proses, prosedur dan

akibat hukumnya, tentu berbeda.

Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris, terjadi apabila Risalah Rapat
dibuat secara dibawah tangan (underhand) oleh para pemegang saham yang mana
Notaris tidak menghadiri pelaksanaan RUPS tersebut. Pembuatan secara dibawah
tangan membuat Risalah Rapat tersebut sebagai akta dibawah tangan. Risalah
Rapat akan menjadi suatu akta otentik apabila Risalah Rapat yang dimaksud
dituangkan menjadi akta Pernyataan Keputusan Rapat dan akta tersebut dibuat
oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat
akta.

? Bonifasius Aji Kuswiratmo, Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang
Saham, Visi Media, Jakarta Selatan, 2016, him. 12



Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap
diperbolehkan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 90 UUPT yaitu Risalah Rapat
tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1
(satu) orang pemegang sham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam
praktiknya dituangkan dalam suatu Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris
dan/atau dibuat dalam bentuk Risalah Rapat berupa akta dibawah tangan. Akta
tersebut kemudian disebut sebagai akta Pernyataan Keputusan Rapat yang
selanjutya disebut akta PKR. Akta PKR merupakan akta yang timbul berdasarkan
kebutuhan dalam dunia praktik yang dilakukan oleh Notaris. Akta PKR ini
merupakan bentuk dari keputusan rapat atau Risalah RUPS yang dituangkan

menjadi suatu Akta Otentik.

Risalah rapat merupakan hasil dari diselenggarakannya RUPS yang mana
Risalah tersebut dapat dibuat secara dibawah tangan maupun secara sirkuler.
Dalam batas waktu 30 hari kerja, kemudian disampaikan kepada Notaris untuk
dibuatkan akta PKR yang akhirnya akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenkumham.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik
untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat karya tulis

berjudul:

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS

1.2 Identifikasi Masalah
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta. Akta
tersebut dapat berupa akta relaas maupun akta partij. Salah satu bentuk dari akta

partij adalah akta PKR. Akta PKR yang merupakan akta partij memiliki kekuatan



pembuktian secara materiil. Seorang Notaris pada saat membuat akta PKR
menerima Risalah RUPS. Akta PKR yang memiliki kekuatan pembuktian secara
materiil perlu dibuktikan bahwa isi dari Risalah RUPS itu sesuai dengan
kebenarannya. Berkaitan dengan akta PKR yang memiliki kekuatan pembuktian
secara materiil, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik,
bagaimana kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta tersebut. Bila
dihubungkan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR, bagaimana
kewenangan Notaris dalam membuktikan sebuah Risalah RUPS yang dituangkan
ke dalam akta PKR.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Sehingga
diharapkan mampu mencari penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian

ini. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
Tujuan obyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang
berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Notaris dalam membuat akta
PKR yang merupakan akta partij;dan
b. Untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuktikan materi atau
substansi dari sebuah akta PKR berdasarkan Risalah RUPS yang dibuat
secara dibawah tangan.
2. Tujuan Subyektif
Tujuan Subyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi
sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh oleh
penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca;
b. Untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu

pengetahuan di bidang llmu Hukum;dan



C.

Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek
hukum di dalam teori dan praktek dalam bidang IImu Hukum, khususnya
terkait dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pembelajaran yang diharapkan

dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang IImu Hukum

mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat

(PKR) atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibawah tangan.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah

sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umunysa;

Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian
sejenis untuk tahap selanjutnya;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang
kepustakaan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta
Pernyataan keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang

Saham dibawah tangan.

Manfaat Praktis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua
pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan
Rapat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibawah
tangan;

Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis mengenai
permasalahan hukum vyang diteliti, yang dapat berguna bagi penulis

maupun orang lain di kemudian hari.

1.5 Metode Penelitian



Berdasarkan pada obyek masalah yang akan dikaji adalah tentang sejauh
mana kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR yang merupakan akta partij
apabila Risalah RUPS yang diberikan kepada Notaris yang dibuat secara dibawah
tangan yang kemudian menjadi suatu Akta Otentik. Obyek masalah dalam
penelitian ini akan diteliti dan dikaji menurut llmu Hukum. Kajian ini
menguraikan mengenai kewenangan Notaris yang diimplementasikan berdasarkan
ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya
disebut UUJN-P maupun mengenai RUPS yang diatur berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya
disebut UUPT.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yuridis
normatif. Penelusuran berbagai peraturan yang mempunyai relevansi dengan
kewenangan Notaris dan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris
atas pembuatan akta tersebut yang kemudian akan dianalisis secara yuridis yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder?,
dengan menfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang
hukum. Data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan dan dokumen, yang dapat merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen

yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.’

Dalam penelitian ini, mencakup juga penelitian atas asas-asas yang dianut
dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan perbandingan antar
peraturan perundangan. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi
terhadap problema hukum yang terjadi pada kewenangan Notaris dalam membuat
suatu akta kemudian mengenai akta PKR berdasarkan Risalah RUPS yang dibuat

secara dibawah tangan yang mana Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.

* Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi 1lmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 1995, him. 65.



tangan menjadi suatu Akta Otentik dengan dibuatkannya akta PKR. Dengan
adanya permasalahan yang akan diteliti penulis juga akan melakukan studi
lapangan kepada Notaris terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan

sebelumnya.
2. Bahan atau Data Penelitian
Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat®, yang
berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian
ini antara lain UUJN-P, UUPT, dan peraturan perundang-undangan terkait
lainnya;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer® yang berupa hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal
ilmiah dan hasil-hasil seminar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
penelitian ini;

c. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum penunjang yang mencakup
bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini
mencakup seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer
maupun sekunder di luar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian

ini.
3. Cara Pengumpulan Bahan atau Data

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data primer maupun

sekunder di bidang hukum;

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, 1986, him. 52.
® Ronny Hanitijo Soemitio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1994, him. 12.



b. Studi lapangan. Dimaksudkan untuk menguatkan data primer maupun
sekunder yang diperoleh. Artinya, data primer maupun data sekunder yang
belum jelas akan ditelusuri melalui penguatan pemahaman praktis kepada

para profesi Notaris.

4. Analisis Bahan atau Data

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi
kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Secara
kualitatif yang dimaksud adalah data yang diperoleh tidak akan disajikan dalam
bentuk angka, melainkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab
identifikasi permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan
dalam penelitian ini, maka penulis akan merangkainya dalam sistematika sebagai
berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, akan membahas secara komprehensif mengenai latar
belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari
penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan
hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam Bab | ini, adanya
pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan disusun secara
sistematis, logis, rasional yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat
topik permasalahan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR

berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA

Dalam Bab Il akan dijelaskan mengenai teori-teori mengenai kewenangan

Notaris, peraturan-peraturan berupa kewajiban maupun larangan seorang Notaris



serta peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam

membuat suatu akta.

BAB Ill: AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR)
BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
DIBAWAH TANGAN SEBAGAI AKTA PARTIJ

Dalam Bab 111 ini akan memaparkan dan menjelaskan berbagai penjelasan
maupun aturan-aturan mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara dibawah tangan sebagai akta partij

yang dibuat oleh seorang Notaris.

BAB 1V: ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS
UNTUK MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR)
BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
DIBAWAH TANGAN

Dalam pembahasan ini, berisi penggabungan dari Bab Il dan Bab IlI
karena merupakan analisis dari apa yang telah dijelaskan dalam kedua bab di atas.
Berisi jawaban dan rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis
tentang kewenangan Notaris untuk membuat akta PKR berdasarkan Risalah

RUPS yang dibuat secara dibawah tangan.
BAB V: PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab V akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan
kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya.
Dengan berdasarkan pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran
atau masukan yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta PKR
berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan, serta langkah hukum yang sekiranya

mengatur mengenai hal ini.



